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Article Information Abstract

Keywords: Covid-Lv Pandemic; This writing describes and examines the existence of the Rebus
Rebus Sic Stantibus; Credit Sic Stantibus principle in resolving defaults on credit agreements
Restructuring at Bank BNI Jakarta. This writing is a prescriptive normative

legal research. The types of secondary data include primary
legal materials, namely Laws and Civil Codes, then secondary
legal materials in the form of scientific works, legal journals and
literature in accordance with research. The technique of collecting
legal materials used is by browsing, searching, and downloading,
as well as copying, and conducting interviews to deepen the
analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method.
The results of the writing show that the arrangements set by Bank
Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with
the regulations issued by the OJK to overcome credit problems
during the Covid-Lv Pandemic. Credit restructuring carried
out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere
Principle but has not used the Rebus Sic Stantibus Principle.

Abstrak:
Kata Kunci: Pandemi Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip
Covid-19: Rebus Sic Stantibus: Rebus Sic Stantibus dalam menyelesaikan wanprestasi pada
Restruktu,risasi Kredit ' perjanjian kredit di Bank BNI Jakarta. Penulisan ini adalah

penelitian hukum nonaktif bersifat preskriptif. Jenis data
sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian bahan
hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum dan literatur
yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan adalah dengan browsing, searching, dan
download, serta mengcopy, dan melakukan wawancara untuk
mernperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa
pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia dalam
Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan yang
dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan kredit di
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Article Information Abstract

masa Pandemi Covid-19. Restrnkturisasi Kredit yang dilakukan
Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip Force
Majuere belum menggunakan Prinsip Rebus Sic Stantibus.

A. Pendahuluan

Manusia mernpakan makhluk sosial yang rnembutuhkan orang lain untuk bersosialisasi
dan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada awal mulanya manusia untuk
memenuhi kebutuhan kehidupannya menggunakan bentuk barter yang dimana untuk rnemenuhi
kebutuhan kehidupannya bertukar barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Namun
dengan sernakin berkernbangnya zaman, kebutuhan manusia semakin rneningkat sejalan dengan
meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangannya juga dalam
beberapa aspek seperti aspek sosial, politik dan ekonomi serta meleburnya batas-batas anrar
negara. Untuk. memenuhi kebutuhan sehari-hari muncul bentuk-bentuk transaksi selain barter
yaitu dengan melakukan pembayaran menggunakan uang. Saat melakukan pembayaran transaksi
menggunakan uang adapula yang berbentuk cash maupun kredit. Sertamasyarakat dapat memenuhi
kebutuhaunya dapat melakukan transaksi dengan pihak negara lain. Perkembangan zaman yang
salah satunya pada aspek ekonorni, maka muncul banyak lembaga-lembaga keuangan maupun
non-keuangan yang melayani masyarakat untuk bertransaksi mernenuhi kebutuhan kehidupannya

dengan menyediakan jasa yaitu dana pinjaman atau kredit.

Dengan adanya situasi Pandemi COVID-19 dapat menjadikan munculnya situasi wanprestasi
perjanjian kredit yang terjadi di rnasyarakat. Di beberapa negara beranggapan bahwa situasi
Pandemi COVID-19 ini termasuk klasifikasi Force Majeure sepeti yang dikatakan oleh Negara
Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa
“We are going to consider the coronavirus as a cace offorce majeure” (Castro, 2020). Sedangkan
di Indonesia terjadi perdebatan pada kasus pandemi covid-19 ini karena ada sebagian para
ahli yang mengatakan bahwa panderni covid-19 ini bukan termasuk klasifikasi force majeure
Misalnya pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Mahfud
MD, “anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan
kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis mernpakan kekeliruan. Status
Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak
dengan alasan force majeure” (Rizk:i, 2020)

Force Majeure ini mirip dengan prinsip Rebus Sic Stantibus yang dimiliki oleh anglo
sexion. Di Indonesia lebih menggunakan Force Majeure karena berasal dari common law dan
diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan
pembatasan dalam Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Sedangkan prinsip Rebus Sic Stantibus atau yang dikenal Hardship. Definisi
Hardship sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 (Definition of hardship) UPICC yang mengatakan
bahwa Hardship merupakan peristiwa yang secara mendasar telah rnerubah keseimbangan suatu

perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi
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pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi
pihak yang menerima clan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan
setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak
yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang
yang dirngikan, dan risiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang
dirugikan (UNIDROIT, 2016). Dikarenakan dalam aturan force majeure yang dirulis pada
KUHPerdata tidak mengatur mengenai negosiasi ulang terhadap perjanjian/kontrak yang sudah
berjalan,sedangkan kejadian panderni ini terjadi secara tidak terduga clan dapat mernpengaruhi
berjalannya suatu perjanjian/kontrak dan mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para
pihak yang terikat sehingga perlu adanya negosiasi ulang perjanjian/kontrak, maka prinsip Rebus

Sic Stantibus dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah.

Munculnya kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada akhir tahun
2019 dan masuk di Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 menyebabkan beberapa aspek
terutama dalam aspek perekonomian mengalami gangguan. Sehingga dalam menanggulangi
dan menyelesaikan ataupun meminimalkan gangguan pada perekonomian yang salah satunya
pada bidang perkreditan, pemerintah melakukan restrukturiasi kredit, salah satunya dengan
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistern Keuangan untuk Penanganan Pandemi
COVID-19. Pada peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan dan perlindungan hukum
kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan dukungan pelaksanaan dari Bank Indonesia,
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Lembaga Penjamin Pinjaman untuk menjaga perekonomian
untuk tetap stabil walaupun dalam keadaan Pandemi COVID-19. Dengan dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, lembaga-lernbaga
perbank:an salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia melakukan restrukturisasi kredit
untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan perjanjian/kontrak kredit yang bermasalah
akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji penggunaan prinsip Rebus Sic
Stantibus dalam menyelesaikan permasalahan akibat pandemi covid-19, di PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif Sifat penelitian
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan
konsep hukum (analytical and conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif

C. Basil Penelitian dan Pembabasan

Eksistensi Prinsip Rebus Sic Stantibus dalam Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian
Perbaokan. Dalarn rnelakukan dan membuat perjanjian terdapat asas-asas yang penting sebagai
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dasar pelaksanaan perjanjian. Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan
secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. (Arrasjid, 2000, hal. 36) Asas Rebus
Sic Stantibus merupakan salah satu asas perjanjian yang sering digunakan dalam perjanjian
internasional, seperti digunakan dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Indonesia
menggunakan Asas Rebus Sic Stantibus untuk memutuskan Perjanjian Konferensi Meja Bundar
(KI\.,1B) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tertanggal 22 Mei 1956 dan
dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Alasan yang dipakai Indonesia dalam

pemutusan yaitu:

“bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan
oleli Perjanjian Konperensi Meja Bundar di ‘s Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang
didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950
No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland
atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan,

sertapula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya;

bahwa telab berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintab Kerajaan Nederland bahwa
isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian
Barat sebagai bagian mutlak dari wilayab Republik Indonesia masih. juga diduduki oleh
Pemerintali Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telali lama harus diserahkan kepada
Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian mutlak itu, pula karena
Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan

mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara,

bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari
Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara
yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidak-

sediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak
Pemerintan Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna
mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu
tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan ani dan makna hukum
internasional.(Undang-Undang 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-

Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar).

Namun di Indonesia dalam KUHPerdata untuk penggunaan pada perjanjian nasioual
meuggunakan prinsip Force Majeure (keadaan memaksa) yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal
1245. sistern KUHPerdata tidak mengatur secara jelas tentang Prinsip Rebus Sic Stantibus, karena
prinsip ini berasal dari Anglo Saxon. Namun Keberadaan Prinsip Rebus Sic Stantibus diatur dalarn
peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam Pasal 18 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional, yang berbunyi “terdapat perubahan mendasar yang

mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.
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Penggunaan Prinsip Rebus Sic Stantibus biasanya digunakan dalam perjanjian kontrak
internasional sedangkan pengunaan prinsip force majeure lebih digunakan dalam menyelesaikan
permasalahan perjanjian kontrak nasional seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri
Purworejo dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Pwr. Perkara antara Agustina Prasetyoningsih
dengan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA disebabkan Agustina Prasetyoningsih mendalilkan
bahwa dengan adanya wabah COVID-19 menjadikan penggunggat tidak dapat melaksanakan
kewajibannya.

Kejadian Pandemi COVID-19 dapat menggunakan Prinsip Rebus Sic Stantibus untuk
penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit perbankan di Bank BNI Jakarta. Dalam melakukao
perjanjian kredit, perbankan yang menyediakan jasa dalam pemberian pinjaman atau melakukan
perjanjian kredit harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh Bank
Indonesia bahwa setiap bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar bank tidak salab

dalam memberikan pinjaman dan masyarakat juga dapat percaya terhadap bank.

Prinsip kehati-hatian untuk memberikan pinjaman atau perjanjian kredit diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pernbahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapula 5 prinsip dasar yang terapkan Bank Negara Indonesia dalam memberikan kredit
yaitu:

1. Character (Watak/Kepribadian)

BNI melakukan analisis watak/kepribadian dari calon nasabah yang akan melakukan
kredit dengan melihat dari latar belakang kehidupan calon nasabah seperti hubungan bisnis,
hubungan dengan bank lain, hubungan dengan lingkungan tempat tinggal maupun kondisi
usaha serta gaya hidup dari calon nasabah agar dapat menghindari risiko calon nasabah yang

mempunyai reputasi buruk.

2. Capacity (Kemampuan)

BNI melakukan analisis dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya
seperti mengatur finansial, manajerial dan produksi usaha tersebut serta bagaimana

perkembangan usahanya selama ini.

3. Capital (Modal)

BNI melakukau analisis dari modal yang dipakai calon nasabah dalam menjalank:an
usahanya, seberapa besar modal yang dipakai menunjukkan keseriusan dalam menjalankan
usaha serta melihat berapa modal pribadi nasabah yang digunakan dalam menjalankan usaha

dan modal pinjaman.

4. Collateral (Agunan)
BNImenganalisis dari agunan/jaminan yang diberikan calon nasabah dalam mengajukan
pinjaman kredit. Biasanya agunan/jaminan nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman yang di

pinjam oleh calon nasabah.
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Jaminan biasanya dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak seperti kendaraan,
rurnah, perhiasan, tanah, dan lain-lain. Benda jaminan biasanya status kepemilikannya yaitu
SHM, SHGB, SHP, SHGU, dan lain-lain. Jaminan ini nantinya akan diserahkan calon
nasabah kepada BNI.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

BNI mengalisis kondisi ekonomi calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman
sehingga dapat melihar kondisi calon nasabah dapar mengembalikan pinjaman sesuai dengan

ketentuan atau tidak.

Dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai darurat
kesehatan masyarakat yang menjadi perbatian dunia yang kemudian Pernerintah Indonesia
rnengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional, serta wabah COVID-19 ini menjadi darurat kesehatan rnasyarakat yang sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
(https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5f29a55ed75cl/ojkeberencana-perpanjang-
masa-restrukrurisasl-kredir-akibat-covid-19/diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 20.05
WIB).

Dengan adanya Pandemi COVID-19 seluruh negara di dunia melakukan karantina dan
Lockdown serta semua aktivitas di batasi termasuk Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga seluruh operasional kegiatan usaha dibatasi yang
mengakibatkan pembatasan pegawai maupun jam buka operasional sehingga mernunculkan
kendala dalam perekonomian di masyarakat. Kendala dalam perekonomian di masyarakat salah
satunya adalah munculnya permasalahan dalam permenuhan perjanjian kredit yang dilakukan
oleh Debitur atau nasabah terhadap kreditur atau Bank. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dengan cam restrukturisasi kredit.

BNI mernbantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban
kreditnya kepada bank akibat terdampak Pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak
langsung dengan merestrukturisasi kredit debirur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) sepanjang debitur itu teridentifikasi terdampak Pandemi COVID-19. Debitur tersebut
adalah debitur yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor
ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian,
dan pertambangan. Kebijakan BNI tersebut didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor | I/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter
cyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus
Dampak  COVID-19.  (https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/6736
diakses tanggal 28 Januari 2020 jam 09.55 WIB)
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BNI merupakan salah satu bank yang melakukan restrukturisasi kredit untuk meminimalkan
terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan melakukan (BNI, 2020).

1. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Saat awal pandemi terjadi pada Bulan Maret 2021, pemerintah memberlakukan PSBB
ketat selama 3 bulan yang membuat semua sektor usaha berhenti. Sehingga lembaga perbankan
BUMN salah satunya BNI memberikan keringanan untuk tidak membayar/membebaskan
tanggungan pada selarna 3 bulan ini, uamun tetap akan dibayarkan saat usaha sudah
kembali berjalan dengan semula.

Untuk jangka waktu kredit, pihak BNI memberikan jangka waktu hingga 12 bulan

kepada debitur untuk melunasi kewajibannya.

2. Perpanjangan Masa Tenggang

Setelah BNI memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan, jika
debitur masih saja belum dapat memberikan pelunasan, maka akan diberikan perpanjangan
masa tenggang dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Keringanan Tarif Bunga Pinjaman
dan/atau Provisi.

Selama masa Pandemi COVID-19, BNI memberikan keringan tarif bunga pinjaman
kepada debitur, yaitu:

Sektor terdampak ringan: 11,5% - 8%
Sektor terdarnpak sedang: 11,5% - 8% s/d 5,5%
Sektor terdampak berat: 11,5% -1 %

Kategori sektor usaha yang terdampak Pandemi COVID-19 menurut BNI, yaitu:
Sektor terdampak ringan: terdapat penurunan ornset penjualan sebesar 25%
Sektor terdampak sedang: terdapat penumnan omset penjualan sebesar 21%-51%

Sektor terdampak berat : terdapat penurnnan ornset penjualan sebesar >51 %

Untuk mendapatkan retmkrurisasi kredit, debitur mengajukan permohonan keringanan
pinjaman kredit kepada bank yang kemudian pihak bank akan menganalisis dapatkah
diberikan restrukturisasi kredit atau tidak, apabila dapat diberikan, debitur masuk
dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Restrukturisasi kredit ini digunakan uutuk
meminimalkan terjadinya wanprestasi, jika tetap terjadi wanprestasi maka pihak BNI akan
sebisa mungkin untuk membantu debitur dalam melunasi kewajibaunya. Bagi debitur yang
beritikad baik dalam melunasi kewajibannya maka akan diberikan kesempatan untuk
menjual asetnya sendiri terlebih dahulu, jika tetap tidak dapat melunasi kewajibannya,
maka pihak kreditur akan melakukan penjualan agunan debitur melalui lelang. Sehingga
selama masa Pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga April 2021 di BNI
Jakarta belum terjadi wanprestasi perjanjian kredit yang dialami debitur, karena BNI akan
membantu semaksimal mungkin bagi debitur yang mempunyai itikad baik untuk tidak

mengalami wanprestasi.
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Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di BNI benar-benar menerapkan prinsip
kehati-hatian dan prinsip dasar dalam memberikan pinjaman kredit maupun restrukturisasi
kredit kepada debitur. Maka dilihat dari tata cara BNI dalam membantu masyarakat
khususnya debitur peminjam kredit di BNI untuk tidak terjadi wanprestasi, apabila tetap
terjadi wanprestasi maka akan diusahakan semaksimal mungkin untuk debitur tetap dapat

melunasi pembayaran kewajibannya.

D. Simpulan

Di Indonesia eksistensi Prinsip Rebus Sic Stantibus masih kalah dari prinsip Force

Majeure yang telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 serta digunakan
dalam penyelesaian perjanjian-perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian pinjaman kredit di

masa Pandemi COVID-19 ini Namun Prinsip Rebus Sic Stantibus pemah digunakan Indonesia

dalam pembatalan perjanjian KMB. Untuk penggunaan dalam perjanjian/kontrak nasional belum

digunakan dan masih tetap menggunakan force majeure dalam menyelesaikan permasalahan pada

perjanjian/kontrak. Demikian pula di PT Bank Negara Indonesia tidak menggunakan doktrin

Rebus Sic Stantibus narnun menggunakan Force Majeure

E.
1.

F.

Saran

Kepada para pihak khususnya BNI untuk perjanjian/kontrak selanjutnya di masa Pandemi
Covid-19, Prinsip Rebus Sic Stantibus dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan

permasalahan dalam perjanjian/kontrak yang berlangsung.

Untuk pihak Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap memberikan
kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pada
sektor keuangan di masa Pandemi Covid-19 ini. Serta Untuk pihak Bank terutama Bank
Negara Indonesia untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan
rnasyarakat khususnya kredit pada masa pandemi covid ini agar dapat membayar kredit
dengan semestinya tanpa memberatkan masyarakat, dan memberikan edukasi kepada

masyarakat agar masyarakat tetap dapat melakukan kredit.
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